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ABSTRAK 

 

Kesehatan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara baik secara individu, keluarga maupun 

masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban 

menghormati hak orang dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, dan sosial. 

Bagi beberapa masyakat, merokok merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka 

sehari-hari. Banyak orang yang dengan sadar merokok di depan orang yang tidak merokok. Dua 

keadaan yang saling bertolak-belakang. Orang yang tidak merokok memiliki hak untuk menghirup 

udara bersih dan sehat, sedangkan perokok juga memiliki hak untuk merokok. Permasalahannya, dari 

dua hak yang saling bertolak-belakang tersebut, hak siapakah yang seharusnya lebih diprioritaskan 

untuk dipenuhi. 

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan berdasarkan hukum (rechtsstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). 

Sebagai sebuah negara hukum, untuk mengakomodir kedua hak yang saling bertolak-belakang tersebut, 

yakni hak orang yang merokok (perokok aktif) dan hak orang yang tidak merokok, maka pemerintah 

daerah perlu menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan membuat peraturan dalam bentuk 

peraturan daerah (Perda). 

 

Kata kunci: rokok, kawasan tanpa rokok, negara hukum. 

 

ABSTRACT  

 

Health is a basic right for every individual citizen, family and community. The Law of the Republic of 

Indonesia Number 36 Year 2009 on Health mandates in an effort to create a healthy environment, so 

everyone is obliged to respect the right of people in obtaining a healthy environment, whether physical, 

biological, and social. 

For some people, smoking is inseparable from their daily lives. Many people are consciously smoking 

in front of people who do not smoke. Two contradictory states. People who do not smoke have the right 

to breathe clean and healthy air, while smokers also have the right to smoke. The problem, of the two 

opposing rights, whose rights should be prioritized to be fulfilled. 

The state of Indonesia is a unitary state in the form of a republic, sovereignty is in the hands of the 

people and based on law (rechtsstaat), not based on mere power (machtsstaat). As a legal state, to 

accommodate the two opposing rights, namely the right of people who smoke (active smokers) and the 

rights of non-smokers, local governments need to implement the No Smoking Area (KTR) by making 

regulations in the form of regional regulations (Perda). 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap, yang 

dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya, atau sintesis yang 

asapnya mengandung nikotin dan TAR, dengan atau tanpa bahan tambahan. Bagi masyarakat Indonesia, 

rokok bukanlah sesuatu yang asing. Bagi beberapa masyakat, merokok merupakan hal yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Banyak orang yang dengan sadar merokok di depan 

orang yang tidak merokok. Dua keadaan yang saling bertolak-belakang. Orang yang tidak merokok 

memiliki hak untuk menghirup udara bersih dan sehat, sedangkan perokok juga memiliki hak untuk 

merokok. Permasalahannya, dari dua hak yang saling bertolak-belakang tersebut, hak siapakah yang 

seharusnya lebih diprioritaskan untuk dipenuhi. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi 

Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Pasal 12 menentukan bahwa hak 

setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. 

Dalam kerangka ini, negaralah pihak yang terikat kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan 

memenuhi hak asasi manusia. Merokok memang merupakan hak, akan tetapi merokok bukanlah hak 

yang bersifat asasi (hak asasi manusia). Ada hak yang lebih tinggi daripada merokok yakni hak 

seseorang untuk mendapat udara bersih dan hidup sehat. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa 

merokok memberikan dampak buruk bagi kesehatan perokok itu sendiri (perokok aktif) dan juga bagi 

orang lain yang berada di sekitarnya yang terpaksa ikut menghirup asap rokok tersebut (perokok pasif). 

Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok 

yang dikeluarkan oleh perokok. 

Banyak zat adiktif yang terdapat dalam rokok, antara lain: karbon monoksida, nikotin, asam asetik, 

naptalin, formalin, hydrogen cyanide, geranol, TAR, metanol, pyridine, methyl chloride, toluene, 

cinnamalde hyde. Semua zat tersebut sangat berbahaya bagi manusia, dan bersifat adiktif yakni 

menimbulkan ketergantungan bagi yang mengkonsumsinya. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk 

menghindari bahaya merokok relatif masih sangat minim. Untuk itu perlu dicari solusi terbaik upaya 

yang memberikan manfaat bagi perlindungan pada masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan 

kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok baik secara pribadi maupun umum. 

Kesehatan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara baik secara individu, keluarga maupun 

masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban 

menghormati hak orang dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, dan sosial. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar-belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang akan dibahas, 

sebagai berikut: Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak merokok terhadap 

dampak asap rokok? 

 

C. Pembahasan 

Setiap manusia mempunyai kepentingan sebagai suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang 

diharapkan untuk dipenuhi. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh dan 

sebagainya. Menginjak dewasa bertambahlah jumlah dan jenis kepentingannya: bermain-main, 

bersekolah, bekerja, berkeluarga dan sebagainya. Dari sejak kecil beranjak dewasa serta menjelang saat 

ia meninggal dunia kepentingannya berkembang. Akan tetapi di sisi lain, manusia dalam hidupnya 

dikelilingi pelbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali 

menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar 



FH UNPAB Vol. 5 No. 5, Oktober 2017  [ISSN. 2443-146X] 
 

Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB  Halaman | 25  
 

kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. Dimana ada kontak antar 

manusia diperlukan perlindungan kepentingan. Terutama apabila terjadi konflik barulah dirasakan 

kebutuhan akan perlindungan kepentingan, yang akan tercapai dengan terciptanya pedoman atau 

peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar 

tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri (Sudikno Mertokusumo, 1985: 5). 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 

bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat (2) menentukan bahwa 

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Sedangkan ayat 

(3) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dari ketiga ayat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (rechtsstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka 

(machtsstaat). 

Sebagai sebuah negara hukum, Negara Indonesia harus menegakkan hukum sebagaimana 

disebutkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. Karenanya hukum harus bernuansa kerakyatan, atau bersifat aspirarif 

dan responsif. Hukum responsif akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-

tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakatnya. (Moh. Mahfud, 2001: 3). 

Banyak peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah rokok yang telah 

diberlakukan sebagai upaya perlindungan masyarakat terhadap dampak asap rokok, antara lain: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok 

Bagi Kesehatan. 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian 

Pencemaran Udara. 

9. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84/Menkes/Inst/II/2002 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Kerja Dan Sarana Kesehatan. 

10. Instruksi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4/U/1997 tentang 

Lingkungan Sekolah Bebas Asap Rokok. 

11. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/III 1990 tentang 

Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok. 

Politik hukum peraturan perundang-undangan tersebut di atas, semuanya mengatur secara 

seimbang antara persepsi yang bersifat positif dan negatif tentang rokok. 

Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

mengatur dan menentukan, sebagai berikut: 

(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak 

mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan 

lingkungan. 

(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung 

tembakau, padat, cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan 

kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. 

(3) Produksi, peredaran dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi 

standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan. 
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Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

menentukan, bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia 

wajib mencamtumkan peringatan kesehatan. 

Pasal 115 ayat (1) menentukan bahwa Kawasan Tanpa Rokok (KTR), antara lain: 

1) fasilitas pelayanan kesehatan, 

2) tempat proses belajar mengajar, 

3) tempat anak bermain, 

4) tempat ibadah, 

5) angkutan umum, 

6) tempat kerja, dan 

7) tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. 

Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

mengamanatkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

diwilayahnya. Maksud dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan ini adalah penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan kewajiban 

Pemerintah Daerah untuk melindungi warganya dari bahaya akibat rokok. Oleh karena itu, bagi 

pemerintah daerah sudah semestinya untuk menjalankan amanah undang-undang tersebut. 

  

II. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa hak merokok dan hak untuk 

menghirup udara bersih dan sehat, kedua-duanya seharusnya diakomodir. Meskipun merokok bagi 

perokok merupakan hak, namun merokok tidak termasuk hak yang bersifat asasi (hak asasi 

manusia). Ada hak yang lebih tinggi dari hak merokok yakni hak untuk menghirup udara yang 

bersih dan sehat. Dalam rangka memberikan perlindungan secara menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan dari dampak rokok perlu adanya aturan larangan merokok di lingkungan yang 

ditetapkan. 

 

2. Saran: 

Untuk mengakomodir kedua hak yang saling bertolak-belakang tersebut, yakni hak orang 

yang merokok (perokok aktif) dan hak orang yang tidak merokok, maka pemerintah daerah perlu 

menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan membuat peraturan dalam bentuk peraturan 

daerah (Perda). Hal mana sekaligus sebagai wujud melaksanakan amanat Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 115 ayat (2), 

bahwa setiap daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KT R) sesuai dengan peraturan 

perundangan di daerahnya. 

Beberapa daerah di Indonesia telah memiliki produk hukum yang mengatur masalah asap rokok, 

bahkan sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ada, 

antara lain: Kota Surabaya, Kota Bogor, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kebumen, Kota Padang, 

Kota Bukittinggi, Kota Balikpapan, Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta memiliki Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pembinaan Pengawasan dan Penegakkan Hukum Kawasan Dilarang Merokok. 

Kiranya sudah saatnya semua Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia juga membentuk peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai salah satu langkah 

untuk mengatur perilaku para perokok agar tidak merokok di sembarang tempat. Disamping itu juga 

untuk meminimalisasi peningkatan jumlah perokok aktif pemula. 
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Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini bukan untuk melarang orang merokok, 

melainkan hanya mengatur tempat untuk merokok agar dapat menciptakan kenyamanan bagi semuanya. 

Meskipun barangkali dalam prosesnya masih terdapat pro dan kontra dari berbagai kalangan, namun 

formalisasi  kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kebersihan 

lingkungan dan beberapa alasan lain. 
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